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P U T U S A N 

Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Buk 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat 

nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh : 

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer 

di Kantor Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di 

Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten 

Morowali, sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, 

tempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, 

Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

 Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 

September 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku 

dalam register perkara Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 14 September 

2017  mendalilkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada 

tanggal 05 Nopember 2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, 

Kabupaten Morowali dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan 

Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, guna 

dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat;  

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat 

yang bernama Ilyas dan yang menikahkan adalah Imam Desa  Xxxxxx yang 

bernama Mahamidi serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing 

Disclaimer
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bernama Tajudin dan Mahyudin dengan mas kawin berupa uang sebesar 

Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), Penggugat berstatus perawan dan 

Tergugat berstatus duda;   

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana 

layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah 

orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat 

tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxxxxx; 

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 

orang anak bernama : 

4.1  Anak pertama, umur 10 tahun; 

4.2  Anak kedua, umur 9 tahun; 

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat; 

6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat 

adalah sebagai berikut : 

6.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 

tahun 2007 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus; 

6.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugugat 

tersebut adalah : 

1. Tergugat tidak mau menjalankan ibadah dan sering minum minuman 

keras sejak awal menikah; 

2. Tergugat sering memukul Penggugat sejak bulan Juni 2014; 

6.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

terjadi pada bulan Desember 2014 dan sejak saat itu Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat; 

6.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat 

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 

bulan yakni sejak bulan Desember  2014 sampai sekarang; 

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk 

mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 
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 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan 

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menyatakan sah perkawinan antara  Penggugat (Penggugat) dengan 

Tergugat (Tergugat) yang  telah dilaksanakan di Desa Xxxxxx pada tanggal 

05 Nopember 2003; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat). 

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Subsider : 

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya. 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau 

kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

berdasarkan relaas panggilan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Buk, tanggal 19 

September 2017, 4 Oktober 2017 dan 11 Oktober 2017, dan ternyata 

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang 

sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara 

menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta 

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi 

tidak berhasil; 

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka 

mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan 

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan 

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya 

tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan yaitu : 

- Pada posita poin 2 jika Tergugat berstatus duda; 
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- Pada posita poin 6.1 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak rukun sejak tahun 2007 sampai sekarang karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; 

- Pada posita poin 6.2.2 bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sejak 

bulan Juni 2014; 

- Pada posita poin 6.3 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 dan sejak saat 

itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;  

- Pada posita poin 6.4 bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran 

tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang 

lebih 2 tahun 9 bulan yakni sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat  

mengajukan alat bukti sebagai berikut : 

A. Bukti Surat 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama 

Penggugat, tertanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen 

serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.1); 

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/212/TRT/X/2017, tertanggal 12 

Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa 

Xxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Morowali, telah cocok 

dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera 

(Bukti P.2) 

B. Saksi-saksi 

1. Saksi pertama, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 PGSD, 

pekerjaan Honorer Guru Madrasah Ibtidayah Xxxxxxxxx, tempat tinggal 

di Kelurahan Xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten 

Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat 

kakak ipar saksi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, tapi saksi tidak hadir 

pada saat pernikahannya, namun pernah mendengar dari mertua 
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saksi kalau Penggugat dan Tergugat menikah dirumah mertua sendiri 

di Desa Toerete; 

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai wali nikah adalah ayah 

kandung Penggugat sendiri bernama Ilyas, karena ketika Penggugat 

dan Tergugat menikah ayah kandung Penggugat masih hidup dan 

merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang 

menikahkan imam Desa Xxxxxx bernama Mahamadi; 

- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menjadi saksi pernikahan 

Penggugat dan Tergugat dan apa mas kawinnya; 

- Bahwa status Penggugat masih perawan sedangkan Tergugat 

berstatus duda mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, anak 

tersebut pernah dibawah oleh Tergugat ketempat kediaman bersama 

Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxxxx; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal 

bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx, kemudian 

pindah di Desa Xxxxxxx di rumah orang tua Tergugat dan terakhir 

tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxxxxx; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, 

yang pertama bernama Moh. Rehan dan kedua bernama Nada 

Safaira, keduanya dalam pemeliharaan neneknya (orang tua 

Penggugat); 

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus hal tersebut saksi ketahui karena 

sejak saksi menikah dengan saudara Penggugat pada tahun 2008 

saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan 

harmonis lagi; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah 

mendengar mereka bertengkar dan saksi pernah melihat langsung 

akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

dimana wajah Penggugat sampai memar-memar, bahkan gigi 

Penggugat patah karena di pukul oleh Tergugat; 
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- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah masalah ekonomi 

dan karena Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah sholat apalagi 

puasa dibulan Ramadhan, bahkan yang Tergugat lakukan sering 

minum minuman keras hingga mabuk dan apabila sudah mabuk, 

perabot rumahpun dibuat berantakan oleh Tergugat, bahkan sampai 

tidur-tiduran dijalan, pada tahun 2014 perbuatan buruk Tergugat 

semakin parah bukan hanya minum minuman keras, tapi juga berjudi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 

Desember 2014 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan 

kediaman bersama; 

- Bahwa sudah sering diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali, 

namun tidak berhasil;  

2. Saksi kedua, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxxx, 

Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat 

sebagai ipar sepupu saksi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, tapi saya tidak hadir 

pada saat pernikahannya, sehingga tidak mengetahui tentang proses 

pernikahannya; 

- Bahwa saksi tidak tahu, karena saat pernikahan Penggugat dan 

Tergugat saksi belum menjadi bagian dari keluarga Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal 

bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx dan terakhir 

tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxxxxx; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, 

yang pertama laki-laki dan kedua perempuan, keduanya dalam 

pemeliharaan Penggugat; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini 

sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan 
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pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sering 

mendengar dari saudara-saudara Penggugat kalau antara Penggugat 

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras 

hingga mabuk akibatnya marah-marah tanpa alasan yang jelas, 

bahkan tidur disembarang tempat terkadang di depan pintu rumah, 

dijalanan dan bahkan dipembuangan air (selokan), Tergugat juga 

suka main judi hal tersebut saksi ketahui dari keluarga Penggugat; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan 

Tergugat kepada Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 

akhir 2014 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan 

kediaman bersama; 

- Bahwa sudah sering diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali, 

namun tidak berhasil; 

3. Dinar binti Ilyas, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan 

Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan 

Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak 

kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai ipar; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah tahun 2003 di 

Desa Xxxxxx di rumah orang tua Penggugat, saksi hadir pada saat 

pernikahannya; 

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri 

bernama Ilyas, sedangkan yang menikahkan imam Desa Xxxxxx 

bernama Mahamidi; 

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 

bapak Tajudin dan Mahyudin keduanya keluarga dari ibu Penggugat dan 

mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah); 

- Bahwa status Penggugat masih gadis sedangkan Tergugat saat menikah 

mengaku berstatus duda (cerai mati) mempunyai 1 (satu) orang anak 

laki-laki; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Putusan No.194/Pdt.G/2017/PA.Buk                                                                                    Hal. 8 dari 21 

 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal 

bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxx dan terakhir 

tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Xxxxxx; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang 

pertama bernama Moh. Rehan umur 10 tahun dan kedua bernama Nada 

Safaira umur 9 tahun, keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;  

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

rukun sejak tahun 2007 karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus dan puncak perselisihan dan 

pertengkarannya terjadi pada tahun 2014 dimana Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat, baik masih tinggal bersama orang tua 

Penggugat maupun tinggal di rumah mereka sendiri; 

- Bahwa penyebabnya yang saksi sering lihat sendiri karena Tergugat 

sering bahkan hampir tiap hari minum minuman keras hingga mabuk, 

apabila sudah mabuk pasti mengamuk dan marah serta memukul 

bahkan pernah mulut Penggugat jadi sasaran tinju Tergugat ketika ia 

sedang mabuk dan ternyata kebiasaan Tergugat minum minuman keras 

tersebut sejak sebelum kawin dengan Penggugat; 

- Bahwa penyebab lain karena Tergugat tidak pernah melaksanakan 

ibadah sholat apalagi puasa dibulan ramadhan; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 

2014 hingga sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman 

bersama; 

- Bahwa sudah sering diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali, 

namun tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada 

gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon 

putusan; 

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita 

acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. 
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PERTIMBANGAN  HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 

Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 05 

Nopember 2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten 

Morowali dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak 

harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk 

mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata 

Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan 

berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 

ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) 

Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara  absolut menjadi wewenang 

Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) 

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah 

dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan 

dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat 

untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum; 

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan 

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak 

pernah hadir di persidangan;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak  

Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana 
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dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap 

pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat  mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Hasnawati Ilyas, 

tertanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir 

oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan 

autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat 

merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan gugatan a quo; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi 

itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu 

mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar 

bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat 

tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang 

telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat  bukti surat; 

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 

3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam 

persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil 

suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat 

diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 

Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 05 

Nopember 2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten 

Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat 

yang bernama Ilyas dan yang menikahkan adalah Imam Desa  Xxxxxx yang 

bernama Mahamidi serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing 

bernama Tajudin dan Mahyudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 

11.000,- (sebelas ribu rupiah), Penggugat berstatus perawan dan Tergugat 

berstatus duda; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, saksi I Penggugat 

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, tapi saksi tidak 
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hadir pada saat pernikahannya, namun pernah mendengar dari mertua saksi 

kalau Penggugat dan Tergugat menikah dirumah mertua sendiri di Desa 

Toerete, sepengetahuan saksi sebagai wali nikah adalah ayah kandung 

Penggugat sendiri bernama Ilyas, karena ketika Penggugat dan Tergugat 

menikah ayah kandung Penggugat masih hidup dan merestui pernikahan 

Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang menikahkan imam Desa Xxxxxx 

bernama Mahamadi, saksi tidak tahu pasti siapa yang menjadi saksi pernikahan 

Penggugat dan Tergugat dan apa mas kawinnya, status Penggugat masih 

perawan sedangkan Tergugat berstatus duda mempunyai 1 (satu) orang anak 

laki-laki, anak tersebut pernah dibawah oleh Tergugat ketempat kediaman 

bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxxxx; 

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat 

dan Tergugat suami istri, tapi saya tidak hadir pada saat pernikahannya, 

sehingga tidak mengetahui tentang proses pernikahannya, saksi tidak tahu, 

karena saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi belum menjadi bagian 

dari keluarga Penggugat; 

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat menerangkan bahwa Penggugat 

dan Tergugat suami istri sah, menikah tahun 2003 di Desa Xxxxxx di rumah 

orang tua Penggugat, saksi hadir pada saat pernikahannya, yang menjadi wali 

nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Ilyas, sedangkan yang 

menikahkan imam Desa Xxxxxx bernama Mahamidi, yang menjadi saksi 

pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Tajudin dan Mahyudin 

keduanya keluarga dari ibu Penggugat dan mas kawinnya berupa uang sebesar 

Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), status Penggugat masih gadis sedangkan 

Tergugat saat menikah mengaku berstatus duda (cerai mati) mempunyai 1 

(satu) orang anak laki-laki; 

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat tidak hadir dan tidak 

mengetahui peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat namun 

mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami 

istri sehingga cukuplah keterangan saksi III Penggugat sebagai dasar 

pembenaran pernikahan Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Penggugat dan 

persangkaan hakim yang dihubungkan dengan bukti P.2 maka harus 
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dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah 

tangan pada tanggal 05 Nopember 2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan 

Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah 

adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ilyas dan yang menikahkan 

adalah Imam Desa  Xxxxxx yang bernama Mahamidi serta disaksikan oleh dua 

orang saksi masing-masing bernama Tajudin dan Mahyudin dengan mas kawin 

berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), Penggugat berstatus 

perawan dan Tergugat berstatus duda; 

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Penggugat 

mendalilkan dalam gugatannya alasan Penggugat untuk bercerai dengan 

Tergugat sebagai berikut : 

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 

tahun 2007 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau 

menjalankan ibadah dan sering minum minuman keras sejak awal menikah 

dan Tergugat sering memukul Penggugat sejak bulan Juni 2014; 

2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan 

Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan 

yakni sejak bulan Desember  2014 sampai sekarang  

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 

sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara 

terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau menjalankan ibadah dan 

sering minum minuman keras sejak awal menikah dan Tergugat sering 

memukul Penggugat sejak bulan Juni 2014; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi 

I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran secara terus menerus hal tersebut saksi ketahui karena sejak 

saksi menikah dengan saudara Penggugat pada tahun 2008 saksi melihat 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. saksi tidak 

pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat, namun saksi pernah mendengar mereka bertengkar dan saksi 
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pernah melihat langsung akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat 

dan Tergugat dimana wajah Penggugat sampai memar-memar, bahkan gigi 

Penggugat patah karena di pukul oleh Tergugat, penyebabnya yang saksi 

ketahui adalah masalah ekonomi dan karena Tergugat tidak mau 

melaksanakan ibadah sholat apalagi puasa dibulan Ramadhan, bahkan yang 

Tergugat lakukan sering minum minuman keras hingga mabuk dan apabila 

sudah mabuk, perabot rumahpun dibuat berantakan oleh Tergugat, bahkan 

sampai tidur-tiduran dijalan, pada tahun 2014 perbuatan buruk Tergugat 

semakin parah bukan hanya minum minuman keras, tapi juga berjudi; 

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi, 

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, 

saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat, namun sering mendengar dari saudara-saudara 

Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras 

hingga mabuk akibatnya marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan tidur 

disembarang tempat terkadang di depan pintu rumah, dijalanan dan bahkan 

dipembuangan air (selokan), Tergugat juga suka main judi hal tersebut saksi 

ketahui dari keluarga Penggugat, saksi tidak mengetahui masalah pemukulan 

yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat menerangkan bahwa keadaan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan 

puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada tahun 2014 dimana 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi melihat sendiri perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, baik masih tinggal bersama 

orang tua Penggugat maupun tinggal di rumah mereka sendiri, penyebabnya 

yang saksi sering lihat sendiri karena Tergugat sering bahkan hampir tiap hari 

minum minuman keras hingga mabuk, apabila sudah mabuk pasti mengamuk 

dan marah serta memukul bahkan pernah mulut Penggugat jadi sasaran tinju 

Tergugat ketika ia sedang mabuk dan ternyata kebiasaan Tergugat minum 

minuman keras tersebut sejak sebelum kawin dengan Penggugat, penyebab 
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lain karena Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah sholat apalagi puasa 

dibulan ramadhan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan III Penggugat 

yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 sampai sekarang 

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang 

disebabkan Tergugat tidak mau menjalankan ibadah dan sering minum 

minuman keras sejak awal menikah dan Tergugat sering memukul Penggugat 

sejak bulan Juni 2014; 

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa 

akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat 

telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan yakni sejak 

bulan Desember  2014 sampai sekarang; 

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat 

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2014 hingga 

sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama; 

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat 

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2014 hingga sekarang, 

Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama; 

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat menerangkan bahwa Penggugat 

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang 

Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, II dan III Penggugat 

yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa akibat dari 

perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah 

tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 2 tahun 10 

bulan yakni sejak bulan Desember  2014 sampai sekarang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti 

saksi-saksi Penggugat, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material 

pembuktian, Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai 

berikut : 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada 

tanggal 05 Nopember 2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, 
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Kabupaten Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah 

kandung Penggugat yang bernama Ilyas dan yang menikahkan adalah 

Imam Desa  Xxxxxx yang bernama Mahamidi serta disaksikan oleh dua 

orang saksi masing-masing bernama Tajudin dan Mahyudin dengan mas 

kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), Penggugat 

berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda; 

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 

tahun 2007 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau 

menjalankan ibadah dan sering minum minuman keras sejak awal menikah 

dan Tergugat sering memukul Penggugat sejak bulan Juni 2014; 

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan 

Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 

kurang lebih 2 tahun 10 bulan yakni sejak bulan Desember  2014 sampai 

sekarang; 

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”; 

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat 

pada tanggal 05 Nopember 2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, 

Kabupaten Morowali telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana 

ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian 

pernikahan a quo  telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam; 

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai 

dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak 

mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap 

mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat 

mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 

282 yang berbunyi: 

   
    

    
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   
 ....... 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar.....; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai 

ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum 

Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka 

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi 

ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) 

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat 

nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus 

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana 

penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta 

ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi 

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman 

kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama 

lainnya berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat, Tergugat yang suka minum minuman keras bahkan pernah memukul 

Penggugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan 

kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat 

mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat telah 

terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus, tidak ada 

harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah 

tangga; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah 

berlangsung sekitar 2 tahun 10 bulan lamanya, Tergugat yang pergi 

meninggalkan Penggugat, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak 

pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu 
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sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan 

Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus 

menerus; 

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap 

yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga 

sebagai pemegang kendali rumah tangga yang telah melalaikan kewajibannya 

dengan tidak menafkahi Penggugat dan kini pergi begitu saja meningggalkan 

Penggugat yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati 

serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat 

menghormati  dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan 

yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri 

dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam); 

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa 

dengan  firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah ar-Rum ayat 21 :  

لخسكٌْا إليِا ّجعل بيٌكن هْدة ّهي آياحَ أى خلك لكن هي أًفسكن أشّاجا 

 ّزدوت إى في ذلك لآياث لمْم يخفكسّى

Artinya:  Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 
dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila 

dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar 
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daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang 

berbunyi : 

 د زء الوفاسد همد م علي جلب الوصالخ
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan 

persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan 

Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka 

dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum 

Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133  

sebagai berikut : 

 ّاى اشخد عدم زغبت الصّجت لصّجِا طلك عليَ الماضٔ طلمت

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah 
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan 
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”. 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu 

mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi : 

الإيراء  ّكاى الصّج أّ اعخساف الصّجت ببيٌت الماضي لدٓ دعْاُا ثبخج فاذا

 الإصلاح عي الماضي ّعجص بيي اهثا لِوا العشسة دّام هعَ  لايطاق هوّا 

   بائٌت طلمت طلمِا بيٌِوا

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti 
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal 
yang menyakitkan  itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang 
pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak 
ba’in”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus 

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun 

lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan 

perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan 
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi 

Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh 

karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan 

dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat)  terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak 

menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai 

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan 

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan 

yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak 

dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah 

dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan 

petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II 

halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:  

زّاٍ ) هي دعٔ الٔ داكن هي دكام الوسلوـيي فلن يجب فِْ ظـالن لا دـك لـَ

(ز لطٌيالدا  

Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim 
dan gugur haknya ” ; 

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut: 

صشٍ جاش سواع الدعْٓ ّالبيٌت ّالذكن ـّاى حعـرز ادضازٍ لخْازيَ اّحع 

 (٩٤١-٢-)الأًْاز  عليَ
Artinya : “ Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, 

maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh 
pula menetapkan hukum atasnya ” ; 

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum 

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ); 

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, 

maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera 

Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah 

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai 
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Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten 

Morowali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

Menimbang, bahwa  oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang  Nomor 50 Tahun 2009, 

maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut  untuk 

menghadap dipersidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan 

Tergugat (Tergugat) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 

2003 di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali; 

4. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat)  terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan 

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan 

Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Morowali untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu;  

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Bungku pada  hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami                    

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis. Dwi Rezki Wahyuni, 

S.HI., M.H. dan Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam 

sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan 
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Munifa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat. 

            Hakim Anggota              Ketua Majelis 

          ttd                 ttd 

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.                        H.  Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.         

 

         Massadi, S.Ag., M.H.   

                                                    Panitera Pengganti 
  

       ttd 

                       Munifa, S.H.             

Rincian Biaya Perkara : 
1.  Biaya Pendaftaran : Rp.     30.000,- 
2. Biaya Proses : Rp.     50.000,- 
3.  Biaya Panggilan          : Rp.   900.000,- 
4. Redaksi                  : Rp.       5.000,- 
5. Meterai                  : Rp.       6.000,- 
     Jumlah                      : Rp.  991.000,- 
                                     (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Panitera 
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